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PUTUSAN
Nomor 1138/Pdt.G/2019/PA.Sal.

~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan
putusan perkara gugatan perceraian antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kab. Semarang 14 Oktober 1987
(umur 32 tahun), NIK. xxx, agama Islam, pekerjaan xxx,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat

kediaman di Xxx, XXXX XXXXXXXX, sebagai Penggugat ;

melawan
TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Semarang 17 November 1988 (umur
31 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di XXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2019
telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 1138/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal

25 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2006 Penggugat dengan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama XXxx, XXXX XXXXXXXX sebagaimana tercantum dalam

Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tertanggal 4 Agustus 2006;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun
selayaknya suami istri dan tinggal bersama dirumah kos-kosan di Xxx,
XXXXXXXX, XXX, XXXX XXXxxxxX dan dalam perkawinan dikaruniai seorang
anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir
tanggal 8 Agustus 2007, umur 12 tahun, dan sekarang dalam asuhan Orang
tua Tergugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan
harmonis, namun sejak awal tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat
mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

a. Masalah ekonomi, Tergugat lalai memberikan nafkah kepada
Penggugat;
b. Tergugat bersikap tidak selayaknya kepala rumah tangga, tidak

peduli atau bersikap cuek kepada Penggugat dan anaknya, dimana
Tergugat sibuk mengurus dirinya sendiri, sehingga Penggugat terpaksa
bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya;
C. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan sudah tidak ada kecocokan lagi;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2014, yang menyebabkan
Tergugat meninggalkann rumah kos-kosan yang berada di XXX, XXXXXXXX,
XXX, XXXX XXXXXXXX, Sehingga selama + 5 Tahun Penggugat dan Tergugat
telah pisah rumah serta tidak berhubungan layaknya suami istri lagi.
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan
Penggugat dan Tergugat. Namun, tidak berhasil karena tidak ada itikad baik
dari Tergugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk
menjalani kehidupan masing-masing.

6. Bahwa dengan demikian perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT
telah rusak / pecah, sehingga tidak mungkin untuk dipersatukan dan
membina rumah tangga kembali, dan berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No.
1/ 1974 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan
bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui
Pengadilan Agama Salatiga ;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT terhadap

Penggugat PENGGUGAT;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex
aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : xxx, tanggal 27 Mei 2019,
dikeluarkan oleh XXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX yang
bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxx, tanggal 07 Maret 2018,
yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama XXxx, XXXX
XxxXxxxxx Nomor : xxx, tanggal 04 Agustus 2006, yang bermeterai cukup

dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3) ;
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B. Saksi :

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir, Salatiga 22 Maret 1953, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan xxx, tempat tinggal di XXX, XXXX XXXXXXXX,
setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
sebagai tetangga Penggugat ;

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxx,
mereka sudah dikaruniai se orang anak yang sekarang ikut orang tua
Tergugat ;

- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat
tinggal di orang orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke
rumah orang tua Tergugat ;

- Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat
berpisah, karena tiba-tiba Tergugat pergi dari rumah bersama pulamng
ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi ke tempat Penggugat
hingga sekarang sudah selama 2 tahun lebih ;

- Selama berpisah Tergugat tidak pernah dating menjemput Penggugat ;

- Pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat ;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, Salatiga 10 Januari 1965, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Xxx, XXxx
XXXXXXXX, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
sebagai tetangga Penggugat ;

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxx, dari
perkawinan Penggugat dan tergugat sudah dikaruniai se orang anak
yang sekarang ikut orang tua Tergugat ;

- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat
tinggal di orang orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke
rumah orang tua Tergugat ;

- Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat
berpisah, karena tanpa ada pertengkaran tiba-tiba Tergugat perqgi

meninggalkan Penggugat sejak anaknya kelas 4 Sekolah Dasar,
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hingga sekarang sudah hamper 3 tahun, dan karena Tergugat pergi
sekarang anaknya diasuh oleh orang tua Tergugat ;

- Selama berpisah Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah
menjemput Penggugat ;

- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan keterangan dan alat buktinya,
kemudian menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap pada gugatannya dan
mohon segera diberikan keputusannya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai
pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat
gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah
melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan
kompetensi  absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan
menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 terebukti Penggugat
bertempat tinggal wilayah vyurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka
perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama

Salatiga untuk memeriksanya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor
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7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) jo. Pasal 132 Kompilasi
Hukum Islam)

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Penggugat sebagai upaya
perdamaian pihak Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki
oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak
berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena
itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut harus diperiksa

secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :
4 s ppil~ PrLper ‘,Lé \;‘\'M" Ko N g.:» \_;'_ T advs

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia
dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya®. (Ahkamul
Qur-an Il : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh
prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga
tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung R.l. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa
melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak
dengan dibantu oleh mediator, perundingan dapat terlaksana apabila kedua
belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan
tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan
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dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah
bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil
gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian
dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang
saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta
kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 2
tahun lebih, Penggugat tinggal di orang orang tua Penggugat sedangkan
Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat ;

2. Selama berpisah Tergugat tidak pernah dating atau menjemput
Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas meskipun
tidak terbukti Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran beserta penyebabnya akan tetapi telah terbukti Penggugat
dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang selama 2 tahun lebih,
Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang
rumah orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan
pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang
menunjukkan adanya peristiwa atau permasalahan yang terjadi dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, hal

tersebut adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan
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Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;
Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap
dan tekdanya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, Hakim telah menasehati
Penggugat supaya kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290 ;

e gl ¥ ] L o o) oo 15) ) gl cpn s o g3l
le el oy 3 uall plga

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya
sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan
suami istri antara mereka berdua” ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal

39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor

50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidanagn tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT) ;
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4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Senin, tanggal 16 Desember 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19
Rabi'ul Akhir 1441 Hijrivah, oleh kami Drs. Silachudin, sebagai Hakim
Tunggal, dibantu oleh Lisa Indraswari, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. Silachudin.

Panitera Pengganti,

Lisa Indraswari, S.Ag.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya proses : Rp 50.000,00
Biaya pemanggilan : Rp  445.000,00
Biaya redaksi : Rp 10.000,00
Biaya meterai . Rp 6.000,00

Jumlah : Rp  536.000,00
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